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Sumber gambar: 

https://www.rri.co.id/nasional/954092/menteri-lhk-kunjungi-pembangunan-persemaian-liang-

anggang-kalsel 

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengunjungi 

lokasi pembangunan proyek Persemaian Liang Anggang (PLA) yang sudah selesai 

konstruksi, di Kalimantan Selatan, Selasa (3/9/2024). Persemaian tersebut berlokasi 

sangat strategis, yakni di jalan utama Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.  

Persemaian Liang Anggang mempunyai kapasitas produksi 8-10 juta batang 

pertahun dengan jenis bibit kayu-kayuan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), endemik, dan 

estetik. Saat ini, PLA sedang dipersiapkan untuk diresmikan Presiden Joko Widodo pada 

kunjungan kerja Presiden ke Kalsel bulan September 2024 ini. 

"Ini menjadi persemaian skala besar nasional  kesembilan yang telah dibangun. 

Yakni, setelah di Toba-Sumatra Utara, Likupang-Sulawesi Utara, Labuan Bajo-NTT, 

Rumpin-Jawa Barat, Mentawir-IKN, Mangrove G20-Bali, dan Mandalika-NTB," kata 

Menteri LHK. 

Dengan luas total 14 hektare dan luas areal produksi seluas 6,6 hektare, PLA ini 

dibangun melalui Skema Public Private Partnership (PPP), kolaborasi antara KLHK 

dengan Kementerian PUPR, dan PT Adaro Energy Indonesia.  

"Bila kerja kolaborasi seperti ini dapat berjalan baik di seluruh Indonesia, saya 

meyakini Indonesia akan semakin hijau, menjadi subur makmur," ucap Menteri Siti. 

Dalam kesempatan itu, Menteri LHK turut menanam bibit pohon di PLA 

berkapasitas 10 juta batang pohon tersebut. Diketahui, sistem pengairan di Persemaian 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kunjungi Pembangunan 

Persemaian Liang Anggang Kalimantan Selatan
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Liang Anggang mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, 

Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.  

"Mari terus berkolaborasi dalam percepatan pemulihan lingkungan. Termasuk, 

upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan," ajak Menteri Siti. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.rri.co.id/nasional/954092/menteri-lhk-kunjungi-pembangunan-

persemaian-liang-anggang-kalsel, 4 September 2024.  

2. https://www.borneonews.co.id/berita/366460-menteri-lhk-tinjau-pembangunan-

persemaian-liang-anggang-di-kalsel, 3 September 2024. 
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APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 


